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BABI1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Organisasi Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 1 ayat
(5) disebutkan bahwa “Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan”. Kelurahan dibentuk
untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya
guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. Kedudukan kelurahan
merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja dalam
Kecamatan dan kelurahan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
Kelurahan itu sendiri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah.

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan
yang menyatakan bahwa “Kepala Kelurahan adalah aparatur Pemerintahan
yang berada langsung di bawah Camat dan di dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepala Bupati melalui Camat™.

Adapun tugas pokok Lurah Bugis adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

sesuai karekteristik wilayah dan kebutuhan daerah.

b. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan

c. Pemberdayaan masyarakat.
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d. Pelayanan masyarakat

e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

f. Pemiliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan umum.

g. Dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Lurah dibantu oleh
perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada Lurah.

Adapun fungsi Kelurahan Bugis menyelenggarakan:

a. Pelaksanaan sebagaian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan
oleh Bupati.

b. Fasilitasi tugas-tugas Dinas, dan Lembaga teknis daerah di yang
dilaksanakan di wilayah Kecamatan yang menyangkut pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat.

c. Pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum.

d. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan
Lurah, yang antara lain terdiri dari 25 bidang kewenangan yang dilimpahkan
kepada Camat dan ada 14 kewenangan yang dilimpahkan kepada Kelurahan
antara lain:

1. Bidang Kesehatan

2. Bidang Lingkungan Hidup

3. Bidang Perumahan

4. Bidang kepemudaaan dan Olahraga
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5. Bidang Koperasi dan UKM

6. Bidang kependudukan dan Catatan Sipil.

7. Bidang Ketenagakerjaan.

8. Bidang Ketahanan Pangan.

9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

12. Bidang Kearsipan

14. Bidang Perpustakaan dan Bidang Pertanian.

2. Susunan Organisasi

Pola organisasi Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Sumbawa
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11
Tahun 2005 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, kelurahan terdiri dari Lurah
yang dibantu oleh Sekretaris Kelurahan serta beberapa orang Kepala seksi yang
terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala
Seksi Keamanan dan Ketertiban umum dan Kepala Seksi Sosial
Kemasyarakatan serta dibantu oleh 5 orang staf Kelurahan yang bekerja sama
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun  Struktur Organisasi

Pemerintahan Kelurahan dapat penulis gambarkan sebagai berikut:
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan

LURAH
SEKRETARIAT
KELURAHAN
I I 1} |
KASI KASI KASI KASI
PEMERINTAHAN KETENTETRAMAN EKOMNOMI DAN SOSMAS
&KETERTIBAN PEMBANGUNAN

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2005

Berdasarkan struktur organisasi diatas, dapat diketahui bahwa dalam
sturuktur organisasi pemerintahan Kelurahan Bugis menggunakan pola
maksimal, dengan memiliki 4 orang Kepala Seksi.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi Kantor Kelurahan Bugis
Kecamatan Sumbawa. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 11 Tahun 2005, maka Lurah dibantu oleh seorang Sekertaris Kelurahan
dan 4 Orang Kepala Seksi terdiri dari:

1) Sekertaris Kelurahan

Sekertaris Kelurahan yang dipimpin oleh seorang sekertaris yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah, Sekertaris Kelurahan
mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi

kepada seluruh aparatur kelurahan.
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Dalam melaksanakan tugasnya Sekertaris Kelurahan mempunyai
tugas :
a. Penyiapan penyusunan program kerja.
b. Penyiapan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
c. Penyiapan kegiatan pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa.
d. Penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat.
e. Penyiapan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan
kelurahan.
f. Penyiapan pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah kelurahan.
g. Penyiapan pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan.
2) Kepala Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah, Seksi pemerintahan
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan pemerintahan.
b. Perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
d. Pelaksanaan pelaporan urusan pemerintahan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugas.
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3) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi ekonomi dan pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah, Seksi Ekonomi
dan pembangunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan,
b. Perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan.
d. Pelaksanaan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugas.
4) Kepala Seksi Ketenraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah,
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dan fungsi
sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
b. Perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
¢. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum.
d. Pelaksanaan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugas.
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5) Kepala Seksi Sosial dan Kemasyarakatan

Seksi Sosial dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah, Seksi Ekonomi
Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan urusan Sosial dan Kemasyarakatan.

b. Perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sosial dan Kemasyarakatan.
d. Pelaksanaan pelaporan urusan Sosial dan Kemasyarakatan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugas.

3. Kepegawaian

Untuk meningkatkan efektifitas Pendelegasian Kewenangan Bupati
kepada Lurah perlu didukung dengan Sumber daya Aparatur yang memadai.
Adapun jumlah pegawai di Kantor Lurah Bugis Kecamatan Sumbawa
sebanyak 11 orang. Dari jumlah tersebut yang telah menduduki jabatan
struktural sebanyak 6 orang, yakni Lurah, Sekertaris Lurah, Kepala Seksi
Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, Kepala
Seksi Ekonomi Pembangunan dan kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan.
Sedangkan yang lainya adalah staf di masing-masing kepala seksi. Adapun
jumlah personil aparatur Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:
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1. | Adiman, S.STP | Lurah M/c | D4STPDN
2. | Arif Rahmansyah,SE | Seklur l/a S1 Ekonomi
3 Burhanudin Kasi. lI/a SMA
4. Pemerintahan
Siti Rahma Ol/c SMA
5. Kasi.
6 Maryam Pembangunan l/c SMA
7 | M Saleh Egol Kasi. Sosmas /e SMA
8. | Sri Nuryanti Kasi. Trantib /b SMA
9. | Iwan Irawan Staf /b SMA
19- | Yasriah Tursina Staf b | SMA
11
Eka Wahyuni Staf II/b SMA

Sumber: Data Kepegawaian Kelurahan Bugis, 2012

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kondisi

aparat pemerintah kelurahan Bugis di Kecamatan Sumbawa secara umum dapat

dikatakan baik, hal tersebut terlihat dari telah terisinya formasi jabatan lurah,

sekertaris kelurahan dan kepala-kepala seksi.

4. Sarana dan Prasarana Pemerintah

Di samping kualitas dan kuantitas aparat kelurahan, sarana dan prasarana

berupa peralatan yang ada di

kantor

sangat mempengaruhi dalam

penyelenggaraan urusan-urusan di kelurahan. Dengan peralatan tersebut akan

sangat membantu dalam proses pengurusan administrasi akan kebutuhan

layanan kepada masyarakat. Bapak Adiman, S. STP mengemukakan bahwa:
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“Di Kelurahan Bugis ini haruslah menjadi contoh kelurahan-kelurahan
lainnya, oleh karena itu saranan dan prasarana pendukung haruslah
dilengkapi terutama seperangkat komputer yang akan digunakan staf
dalam memperlancar proses administrasi perkantoran, adapun mesin
ketik yang ada sudah tidak optimal dalam penggunaannya karena sudah
dimakan usia.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2013 di Kantor Kelurahan
Bugis).

Adapun sarana dan prasarana Pemerintahan pada Kelurahan Bugis dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Kelurahan Bugis

Ruangan Kerja Lurah
2. | Ruangan Kerja Seklur 1 Baik
3. | Ruangan Kerja Kasi 1 Baik
4. | Ruangan Rapat 1 Baik
5. | Kursi Rapat 150 Baik
6. | Meja Kerja Biro 2 Baik
7. | Meja Setengah Biro 8 Baik
8. | Kursi Kerja 10 Baik
9. | Meja rapat 3 Baik
10. | Sound System 1 Baik
11. | Mesin Tik 1 Rusak Sedang
12. | Lemari Kayu 2 Baik
13. | Komputer 2 Baik
14. | Sepeda motor 1 Baik
Jumliah 184 Baik

Sumber: Kantor Kelurahan Bugis, 2012.
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Berdasarkan tabel 4.2 tersebut di atas menggambarkan bahwa sarana
pendukung berupa mesin ketik dan komputer masih terbatas di kelurahan
Bugis. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan intesitas pelayanan di
Kelurahan cukup tinggi sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang
mendukung, kondisi sarana dan prasarana seperti mesin ketik yang rusak
sedang, Komputer yang sedikit sangat mempengaruhi pelayanan, Terkadang
ada masyarakat yang pergi ke tempat rental komputer atau jasa pengetikan
untuk mengetik blangko atau formulir kemudian ditanda tangani oleh lurah.
Hal tersebut sangat menghambat pelayanan administrasi pemerintahan
terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Sementara untuk kendaraan
operasional kelurahan berupa sepeda motor sangat membantu kelurahan dalam
melaksankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan pengamatan Penulis, sepada motor di Kelurahan Bugis
hanya 1 dan itu digunakan oleh lurah sebagai kendaraan operasional Lurah,
oleh karena itu untuk mengoptimalkan palayanan kepada masyarakat perlu
didukung dan penambahan kendaraan operasional sehingga membantu aparatur
melaksanakan tugas-tugas yang di limpahkan kepadanya.

Di samping itu pula penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat
kelurahan didukung oleh dana dalam rangka membiayai operasional di kantor.
Sampai sekarang ini dana operasional kelurahan masih dikelola oleh
kecamatan, itupun jumlahya sangat sedikit yaitu Rp. 23.250.000,- (Dua Puluh
Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) per triwulan. Sehingga dalam
setahun dana operasional untuk kelurahan hanya Rp. 93.000.000,- (Sembilan

Puluh Tiga juta rupiah).
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lurah Bugis yang diwakili oleh
Sekretaris Kelurahan Bapak Arif Rahmansyah bahwa, Di samping sarana dan
prasarana yang masih kurang, dana juga sangat kurang Uang operasional
sangat tidak cukup untuk membiayai segala kebutuhan di kantor apalagi
adanya larangan untuk mengadakan pungutan kepada masyarakat jika ada
yang mengurus di kelurahan”. (Wawancara tanggal 10 Mei 2013 di Kantor
Kelurahan Bugis).

Kondisi tersebut merata di Delapan kelurahan. Oleh karena itu,
seharusnya kelurahan dapat mengelola sendiri anggaran yang dialokasikan
pemerintah daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, Hal
ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lurah, Bapak Adiman, S.STP bahwa,
“Seandainya pemda memberikan dana operasional tersendiri kepada setiap
kelurahan seperti di tingkat kecamatan, maka pasti pelayanan di tingkat
kelurahan akan sesuai dengan harapan masyarakat”. (Wawancara tanggal 7

Mei di Kantor Kelurahan Bugis).

B. Hasil dan Pembahasan
1. Penyelengaaraan Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, dan
Urusan Kemasyarakatan
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kelurahan dibentuk
untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya
guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. Oleh karena itu

pemerintah kelurahan dituntut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
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dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintah kelurahan dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
tingkat kelurahan berpedoman pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48
Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

dan Lurah untuk melaksanakan kegiatan otonomi daerah.

Asisten 1 Setda Kabupaten Sumbawa Bapak Drs. Umar Idris
mengemukakan bahwa:

“Sejak otonomi daerah digulirkan, struktur organisasi kelurahan mulai

dari lurah, seklur dan kepala seksi sudah diisi oleh sejumlah pegawai

negeri sipil yang telah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan akan
formasi jabatan di kelurahan, hal ini diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan”.

(Wawancara tanggal 2 Mei 2013 di ruangan Asisten I Setda Kabupaten

Sumbawa).

Sejalan dengan hal tersebut Kepala Bagian Organisasi Setda Sumbawa
Bapak Ishak, S.Sos mengemukakan bahwa, ”struktur organisasi kelurahan di
Kabupaten Sumbawa didasarkan pada PP 8 Tahun 2003 dan formasi jabatan
pada umumnya sudah terisi oleh pegawai negeri sipil”. (Wawancara tanggal 3
Mei 2013 di ruangan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa).

Lebih lanjut Camat Sumbawa Bapak Mulyadi, S.Sos mengungkapkan
bahwa, ™ struktur organisasi kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbawa
sudah lengkap dalam artian jabatan struktural yang ada telah diisi oleh

pegawai negeri sipil dan tidak ada lagi jabatan yang lowong”. (Wawancara

tanggal 6 Mei 2013 di ruangan Camat Sumbawa).
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Dengan pengisian formasi jabatan tersebut, penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat terlaksana
dengan baik. Hal ini sangat didukung pula oleh kualitas aparat yang
ditempatkan di kelurahan. Walaupun kuantitas aparat sudah terpenuhi akan
tetapi yang sangat penting adalah kualitas sumber daya aparat yang sangat
menentukan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan terutama dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melihat tabel 4.1 diatas, tergambar bahwa pangkat/golongan dan
pendidikan terakhir aparat kelurahan sudah dapat dikatakan telah memenuhi
syarat, namun hal ini tidak menjamin bahwa penyelenggaraan urusan-urusan di
kelurahan dapat terlaksana dengan baik.

Sebagimana yang dikemukakan oleh Asisten I Setda Kabupaten
Sumbawa Bapak Drs. Umar Idris, “memang kita akui aparat yang ada di
kelurahan itu ada kalanya tidak cocok dengan kondisi kerjanya di lapangan,
mereka bahkan ada yang tidak mengerti akan tugas pokok dan fungsinya dan
cenderung masa bodoh. ” (Wawancara tanggal 2 Mei 2013 di ruangan Asisten
I Setda Kabupaten Sumbawa).

Lebih lanjut Camat Sumbawa Bapak Mulyadi, S.Sos menyatakan bahwa,
“pejabat struktural yang ada di kelurahan terutama kepala-kepala seksi masih
memiliki kekurangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya apalagi
ada salah satu kelurahan yaitu Kelurahan Pekat yang cuma satu sarjananya
itupun sarjana pendidikan”. (Wawancara tanggal 6 Mei 2013 di ruangan

Camat Sumbawa).
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Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi dalam tingkat pelayanan
masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Lurah Bugis Adiman, S. STP
mengungkapkan bahwa, "aparat Kelurahan Bugis dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya kadang menghadapi hambatan, ada aparat yang jarang
masuk kantor sehingga sangat menghambat dalam pelayanan masyarakat’.
(Wawancara tanggal 7 Mei 2013 di Kantor Kelurahan Bugis).

Berdasarkan pengamatan penulis di Kelurahan Bugis, aparat yang jarang
masuk ini yang tidak sesuai dengan ketentuan jam kerja, sehingga tugas pokok
dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekertaris Kelurahan. Oleh karena itu untuk
menjadikan kelurahan sebagai pusat layanan terdekat kepada masyarakat, maka
kualitas dan kuantitas aparat kelurahan harus diperhatikan. Hal ini sangat
mendukung dalam hal pelimpahan kewenangan bupati kepada lurah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan ~ urusan  pemerintahan,  pembangunan  dan
kemasyarakatan di tingkat kelurahan di lakukan oleh kepala-kepala seksi yang
dibantu oleh para staf yang ada dan tetap berkoordinasi dengan sekertaris
kelurahan dan lurah sebagai pemimpin pemerintahan kelurahan. Berdasarkan
hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa harmonisasi
hubungan antara aparat kelurahan dalam memelihara dan meningkatkan
keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan untuk menciptakan serta
memelihara suasana kerja yang baik sudah dilaksanakan dengan baik di tingkat
pemerintah kelurahan.

Kepala seksi pemerintahan dalam menjalankan tupoksinya melaksanakan

urusan administrasi pemerintahan secara umum yang ada di kelurahan.
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan
Bugis Bapak Burhanuddin bahwa:

“Selama saya menjabat sebagai Kasi. Pemerintahan, urusan yang sering

saya tangani adalah masalah administrasi pertanahan, pengawasan dan

pemberian rekomendasi IMB, pemberian pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan sipil serta yang tidak kalah pentingnya
adalah membantu lurah dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang

Pajak Bumi dan Bangunan.” (Wawancara tanggal 13 Mei 2013 di Kantor

Kelurahan Bugis)

Dalam bidang pembangunan, seksi pembanguan di kelurahan
menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan
perekonomian dan pembinaan dalam hal lingkungan hidup di wilayah
kelurahan. Pembinaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan berupa
menyusun usulan program pembangunan jembatan, drainase, sarana dan
prasarana pemerintahan di tingkat kelurahan. Memfasilitasi masyarakat dalam
pengurusan surat keterangan usaha, rekomendasi izin gangguan (HO), SITU,
SIUP serta rekomendasi pinjaman pada koperasi dan fasilitasi pelaksanaan
sidang tera ulang alat UTPP. Adapun dalam hal lingkungan hidup, seksi
pembangunan melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pembinaan dalam pemanfaatan
lahan atau halaman pekarangan di tingkat kelurahan. Akan tetapi urusan yang
paling menonjol yang dilakukan oleh seksi pembangunan berdasarkan hasil
pengamatan penulis di lapangan adalah mengenai penyusunan usulan program
pembangunan di tingkat kelurahan.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Kepala Seksi Pembangunan
Kelurahan Bugis Ibu Siti Rahma bahwa, “Tiap tahunnya saya menyusun

rancangan program pembangunan, baik itu rumusan yang diajukan ke
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c¢. Jumlah KK penduduk miskin dengan bobot 20 %.
d. Pendapatan (PBB) dengan bobot 20 %.
e. Jumlah lingkungan dengan bobot 15 %.

Dengan indikator dan bobot tersebut sehingga anggaran pembangunan
melalui Musrenbang bervariasi di tiap-tiap kelurahan. Adapun dana tersebut
dibagi dalam kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan berupa kegiatan fisik
sarana dan prasaran 50 %, kegiatan perekonomian 25 % dan kegiatan sosial
budaya 25 %.

Sedangkan untuk dana gotong royong yang merupakan dana
pembangunan, dikelola langsung oleh pemerintah Kelurahan Bugis dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan jumlah maksimal. Adapun
alokasi dana gotong royong tersebut di manfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan

pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Alokasi Dana Kegiatan Gotong Royong Kelurahan Bugis Tahun 2012

Fisik Sarana dan Prasarana Rp. 10.000.000,-

2. | Kegiatan PKK Rp. 2.000.000,-
3. | Kegiatan Generasi Muda Rp. 2.000.000- |

4. | Pembersihan Lingkungan Rp. 1.000.000,-

Total Rp. 15.000.000,-

Sumber: Kasi Ekbang Kelurahan Bugis,2012
Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk
dana gotong royong tahun 2012, dimana kegiatan fisik sarana dan prasarana

mendapat porsi yang labih banyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya.
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Kegiatan fisik sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk pembangunan
sarana dan prasarana yang belum ada di kelurahan atau peningkatan kondisi
fistk sarana yang sudah ada.

Oleh karena itu dalam memanfaatkan dana tersebut supaya tepat sasaran
maka diperlukan sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif
dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta
pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan yang dilakukan secara
partisipatif. Berdasarakan pengamatan penulis di lapangan berkaitan dengan hal
tersebut menunjukkan bahwa lurah telah membimbing bawahan dalam hal
pelaksanaan tugasnya terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan di
kelurahan dengan bekerjasama dengan elemen masyarakat di tingkat kelurahan.

Adapun penyelenggaraan urusan kemasyarakatan yang dilakukan oleh
seksi Sosial Kemasyarakatan berupa pelaksanaan urusan di bidang pelayanan
sosial, pembinaan generasi muda dan peranan wanita. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Kasi Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Bugis Ibu Maryam
bahwa, “sebagai Kepala Seksi Sosmas, tugas saya membantu lurah dalam hal
memfasilitasi penyelenggaraan bantuan sosial dan bekerjasama dengan
instansi terkait dalam hal pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi
masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana’.
(Wawancara tanggal 13 Mei 2013 di Kantor Kelurahan Bugis).

Di samping itu pula seksi Sosial Kemasyarakatan melaksanakan kegiatan
dalam membantu lurah dalam hal pendataan keluarga miskin, fasilitasi
penyaluran bantuan sosial, pembinaan kegiatan program kesehatan keluarga

dan KB, dan mengeluarkan surat keterangan kurang mampu.
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Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi tersebut secara umum sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2008 belum dijalankan secara
optimal.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Asisten I Setda Kab. Sumbawa
Bapak Drs. Umar Idris bahwa, ” kita sangat mengayangkan kondisi aparat
yang ada di kelurahan yang cenderung tidak mau tahu akan tugas pokok dan
Jfungsinya, mereka seakan tidak peduli dengan posisinya di kelurahan karena
merasa tidak cocok dengan kondisi kerjanya di lapangan. ” (Wawancara
tanggal 2 Mei 2013 di ruangan Asisten I Setda Kabupaten Sumbawa).

Apabila hal ini dibiarkan berlanjut, maka cenderung aparat yang ada di
kelurahan tersebut hanya numpang nama saja, bahkan membebani anggaran
pemerintah daerah. Mereka diberi tunjangan jabatan eselon IVa untuk jabatan
lurah dan tunjangan jabatan eselon IVb untuk jabatan seklur dan kepala seksi
yang seharusnya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani
masyarakat di bawah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bagian
Organisasi Setda Kab. Sumbawa Bapak Ishak, S. Sos bahwa:

“Aparat kelurahan yang ada sekarang ini dapat dikatakan sebagai

pengangguran terselubung. Hal ini disebabkan karena ketiadaan

pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di kelurahan. Aparat kelurahan
hanya disibukkan oleh PBB (pajak bumi dan bangunan) tiap tahunnya.

Oleh karena itu ke depan pemerintah Kabupaten Sumbawa akan

mengkaji ulang jumlah Pegawai kelurahan yang ada, artinya

kemungkinan akan diadakan perombakan jumlah Pegawai kelurahan

yang ada sekarang ini” (Wawancara tanggal 3 Mei 2013 di ruangan
Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa).
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Oleh karena itu, untuk lebih memberdayakan fungsi kelurahan ini
sebagai unsur lini kewilayahan yang memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat, maka aparat di kelurahan haruslah diberdayakan agar mampu dan
cakap dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini pemberian kewenangan
kepada kelurahan yang ada harus jelas yang didukung oleh kualitas aparat
kelurahan, sarana dan prasarana pendukung serta pembiayaan yang memadai.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa selama ini kelurahan belum
menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kelurahan.
Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan belum efektif dilaksanakan di tingkat kelurahan. Kelurahan
hanya menjalankan kewenangan yang bersifat atributif saja. Hal ini sejalan
dengan pendapat Utomo (2006:94-95), bahwa, “kelurahan selama ini terbiasa
menjalankan kewenangan yang bersifat atributif (attributive authorities), yakni
kewenangan-kewenangan yang melekat pada saat pembentukannya. Akibatnya,

pola kerja kelurahan terlihat kaku, mekanis, dan cenderung kurang dinamis”.

2. Pendelegasian Kewenangan Yang Dapat Dilimpahkan Bupati Kepada
Lurah
Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di
tingkat kelurahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan, maka
sepatutnya kelurahan diberikan kewenangan yang jelas dalam pelaksanaan
urusannya di tingkat kelurahan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya,

bahwa pendelegasian atau pelimpahan kewenangan kepada lurah dapat
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dilakukan bila ada kemauan politik Bupati untuk menyerahkan sebagian
kewenangan yang dimilikinya. Bupati sebagai pimpinan pemerintahan daerah
kabupaten mempunyai hak untuk menentukan unit yang melaksanakan
kewenangan yang dimilikinya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintah kelurahan adalah merupakan perangkat
daerah kabupaten, sehingga susunan organisasi, tugas dan kewenangan serta
pengisian personil pada pemerintah kelurahan merupakan kewenangan bupati.
Oleh karena itu untuk membahas kewenangan atau urusan yang dapat
dilimpahkan kepada lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan
tidak lepas dari peran bupati sebagai pemberi kewenangan.

Berkenaan dengan hal tersebut Bupati Sumbawa Bapak Drs. H
Jamaluddin Malik mengemukakan bahwa:

“Sejak Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah

mengeluarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati Kepada Camat dan

Lurah dalam mengurus sebagian Otonomi Daerah. Sedangkan pada

tahun 2012, Kami mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun

2012 tentang Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat untuk

menangani urusan pemerintahan daerah sedangkan untuk Peraturan

Bupati untuk kelurahan belum dikeluarkan. Dasar dikeluarnya perbup

tersebut untuk merevisi peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008.”

(Wawancara tanggal 02 Mei 2013 di ruang kerja Bupati Sumbawa).

Dari pendapat tersebut terlihat bahwa, penyelenggaraan pemerintahan
tingkat kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan
kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan sesuai Peraturan Bupati

Sumbawa Nomor 48 Tahun 2008. Dalam peraturan tersebut termuat

kewenangan di bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban,
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bidang perekonomian dan pembangunan, dan bidang pelayanan umum.
Berdasarkan hasil kajian bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2008 sudah tidak efektif dan efesian, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
yang ada. Oleh karena itu pemda perlu melakukan revisi perbup tentang
pelimpahan kewenangan Bupati kepada Lurah guna mengefektifkan
pelaksanaan program pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dengan adanya aturan yang baru, maka pemda akan mengkaji lebih
lanjut peraturan tersebut untuk diterapkan pada pemerintah kelurahan.

Lebih lanjut Sekertaris Daerah Kabupaten Sumbawa Bapak Drs. H
Rasyidi mengungkapkan bahwa:

“Di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kecamatan sudah melaksanakan

kewenangan yang dilimpahkan Bupati berdasarkan Perbub yang baru

yaitu Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2012, akan tetapi untuk
kelurahan masih melaksankan kewenangan yang didelegasikan Bupati
sesuai Perbup Nomor 48 tahun 2008. Oleh karena itu Pelimpahan

Kewenangan Bupati kepada Lurah harus direvisi ulang agar pelimpahan

kewenangan tersebut efektif dan nantinya dapat dilaksanakan sesuai

dengan aturan yang ada. Adapun jenis kewenangan yang nantinya
dilimpahkan haruslah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
kelurahan agar tujuan dari pelimpahan kewenangan tersebut dapat
tercapai dan bukan sebaliknya akan menimbulkan masalah dikemudian
hari”. (Wawancara tanggal 02 Mei 2013 di ruang kerja Sekertaris

Daerah Kabupaten Sumbawa).

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa ada keinginan
pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian ulang tentang Peraturan Bupati
Nomor 48 Tahun 2008 tentang pelimpahan kewenangan kepada lurah yang
dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelurahan yang ada. Hal ini
sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang

menyebutkan bahwa “pelimpahan urusan disesuaikan dengan kebutuhan

kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas”. Di
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samping itu pula pelimpahan urusan tersebut harus memperhatikan
kewenangan atau urusan yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. Hal ini
diperlukan untuk menghindari adanya tumpang tindih urusan yang ditangani
oleh dua satuan kerja perangkat daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Sekertaris
Daerah Kabupaten Sumbawa Bapak Drs. H. Rasyidi mengungkapkan bahwa:

“Walaupun sebenarnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

satuan kerja perangkat daerah berjalan dengan semestinya namun

kadang kala masih ada terjadi sedikit ketimpangan atau kekeliruan,
dimana ada urusan yang ditangani oleh salah satu dinas dan salah satu
bagian di sekretariat daerah, seperti bantuan untuk pemeliharaan sarana
dan parasana pemerintahan kelurahan yang ditangani oleh Bagian

Pemerintahan”. (Wawancara tanggal 02 Mei 2013 di ruang kerja

Sekertaris Daerah Kabupaten Sumbawa).

Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut tidak terjadi lagi, maka
urusan-urusan yang ada di satuan kerja perangkat daerah haruslah jelas.
Sehingga pelimpahan urusan yang nantinya dilaksanakan akan memberikan
manfaat kepada pemerintah daerah terutama dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 127 ayat (2)
menyebutkan bahwa kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, dan lebih lanjut
disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1)
bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah
tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara

lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan

kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah. Urusan
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pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan
sarana parasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar yang
disesuaikan dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah. Urusan
kesejahteraan masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat melalui
pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti dalam bidang
kesehatan, pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada
Lurah. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis pendelegasian
kewenangan yang sudah dilimpahkan Bupati kepada Lurah di Kecamatan

Sumbawa berdasarkan tiga urusan tersebut.

a. Urusan Pemerintahan
1. Bidang Kependudukan dan Catatan sipil

Urusan dalam bidang pemerintahan adalah pelaksanaan wurusan
administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang
dilimpahkan kepada lurah. Penyelenggaraan urusan tersebut sejalan dengan
tugas lurah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
menyebutkan bahwa lurah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
Selama ini kelurahan telah melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai
dengan aturan sebelumnya dimana administrasi pemerintahan yang dimaksud
adalah administrasi umum, adminstrasi kependudukan dan catatan sipil .
Administrasi umum merupakan kegiatan pencatatan data mengenai kegiatan-
kegiatan pemerintah kelurahan pada buku administrasi umum, antara lain:
1) Buku Keputusan Kepala Kelurahan.

2) Buku Inventaris Kelurahan.
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3) Buku Agenda.
4) Buku Ekspedisi.
5) Buku Tanah-tanah di Kelurahan.

Selain administrasi umum, pemerintah kelurahan melakukan
pengadministrasian dalam bidang kependudukan sebagai sarana bagi lancarnya
berbagai program pembangunan. Pemerintah kelurahan diwajibkan
melaksanakan administrasi kependudukan dengan cara mengisi buku
adminstrasi penduduk menurut tertib waktu dan aturan-aturan yang telah
ditentukan oleh pemerintah, Adapun buku administrasi penduduk terdiri dari:

1) Buku Induk Penduduk.

2) Buku Penduduk Sementara.

3) Buku Perubahan Penduduk.

4) Buku Perkembangan Penduduk
5) Buku kartu Keluarga.

6) Buku Kartu Penduduk.

7) Bukn Jumlah Penduduk.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dalam bidang
administrasi pemerintahan diharapakan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini
akan membuktikan bahwa dengan keberhasilan pemerintah kelurahan dalam
bidang administrasi pemerintahan akan dapat menunjang kelancaran pelayanan
pemerintahan kepada masyarakat.

Camat Sumbawa Bapak Mulyadi, S.Sos mengatakan bahwa:

“Selama ini pengisian buku-buku adminstrasi pemerintahan di tingkat

kelurahan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, hal ini

dibuktikan dengan setiap bulan pemerintah kelurahan melaporkan
perkembangan penduduk kelurahan kepada Kami. Selain itu jika ada
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permintaan data mengenai kependudukan dari tingkat kabupaten,

pemerintah kecamatan belum mendapatkan kendala yang berarti dalam

hal ini.” (Wawancara tanggal 06 Mei 2013 di Kantor Camat Sumbawa).

Dari pendapat tersebut membuktikan bahwa selama ini penyelenggaraan
administrasi pemerintahan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini
disebabkan karena urusan ini sudah lama dilaksanakan di tingkat kelurahan,
atau dapat dikatakan urusan ini merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan di
tingkat kelurahan. Akan tetapi dari pengamatan di lapangan ada hal menarik
yang penulis temukan di lapangan yaitu mengenai pengisian Profil Kelurahan
untuk tahun 2012. Dari delapan kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbawa
ada beberapa kelurahan yang pengisian Profil Kelurahan tidak ada dan pada
saat akan mengikuti perlombaan Kelurahan baru administrasi kelurahan seperti
Profil kelurahan terisi, padahal profil kelurahan dibuat atau diisi tiap tahunnya
dan dilaporkan ke Kecamatan. Seperti di Kelurahan Bugis yang sudah
melaksanakan lomba Kelurahan tahun 2010, Profil Kelurahan hanya ada pada
tahun 2010 saja sedangkan tahun-tahun yang akan datang tidak dilaksanakan
pengisian profil Kelurahan. Dari hasil wawancara dengan Lurah Bugis Bapak
Adiman, S.STP mengungkapkan bahwa, "Ketiadaan Profil Kelurahan
disebabkan oleh aparat kelurahan yang diserahi tugas untuk mengisi profil
tersebut malas dan kurang memahami maksud dan isi profil tersebut,
walaupun sebenarnya data yang ada sudah tersedia di kantor kelurahan”.
(Wawancara tanggal 7 Mei 2013 di Kantor Kelurahan Bugis).

Oleh karena itu sangat diharapkan aparat yang ada di tingkat kelurahan
harus mampu dan cakap dalam hal pengadministrasian dan siap sebagai

penyedia data yang tepat di tingkat bawah (kelurahan).
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Lebih lanjut dalam adminstrasi pemerintahan terutama dalam hal
administrasi kependudukan ada hal menarik pula yang penulis temukan di
lokasi penelitian. Adanya keluhan yang dilontarkan oleh lurah mengenai
penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Banyak masyarakat
yang jika akan mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
langsung saja mengurus ke tingkat kabupaten tanpa meminta pengantar dari
kelurahan dan kecamatan. Hal ini menimbulkan kurang tertibnya adminstrasi
kependudukan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Camat Sumbawa Bapak Mulyadi,
S.Sos bahwa, “banyak masyarakat yang langsung saja ke tempar pembuatan
KTP di tingkat kabupaten tanpa meminta pengantar dari kelurahan dan
kecamatan. Dan sebaiknya menurut saya mekanisme penerbitan KK dan KTP
dikembalikan saja seperti semula yaitu diselesaikan di tingkat kecamatan”.
(Wawancara tanggal 6 Mei 2013 di Kantor Camat Sumbawa),

Senada dengan pendapat tersebut Bapak Adiman, S.STP Lurah Bugis
mengatakan bahwa, “pengurusan KK dan KTP sebaiknya di tingkat
kecamatan, kelurahan hanya memberikan surat pengantar, sehingga
masyarakat nantinya tidak terlalu jauh dan membutuhkan waktu yang lama
serta dana tambahan dalam pengurusannya.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2013
di Kantor Kelurahan Bugis).

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid. Administrasi

Kependudukan Bapak Awaluddin, M.Si mengungkapkan bahwa:
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“Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk sekarang
ini diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagai institusi pengelola langsung masalah administrasi
kependudukan. Penandatanganan KTP dan KK dilakukan oleh kepala
Dinas atas nama Bupati, hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor
28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendafiaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, dan di Kabupaten Sumbawa
telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22
Tahun 2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari Bupati kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.” (wawancara
tanggal 17 Mei 2013 di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan
Sipil Kabupaten Sumbawa).

Dari pendapat tersebut memberikan penjelasan bahwa, pengurusan Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten, adapun untuk penerbitannya diserahkan sepenuhnya kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan untuk kecamatan dan kelurahan
hanya sebatas memfasilitasi penduduk yang akan mengurus KTP dan KK.
Lebih lanjut Kabid Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mengungkapkan bahwa:

“Untuk mekanisme penerbitan KTP dan KK sekarang ini masih tetap

seperti yang dulu, dimana masyarakat yang memerlukan pengurusan

KTP dan KK tetap mengambil surat pengantar dari tingkat bawah yaitu

kelurahan dan diketahui camat. Selanjutnya masyarakat dapat langsung

ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten. Hal ini juga
berlaku pada pengurusan akta-akta kependudukan lainnya, seperti akta

kelahiran dan akta kematian”. (Wawancara tanggal 17 Mei 2013 di

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa).

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa, dalam rangka
membangun Sistem Informasi Kependudukan (SIK) di Kabupaten Sumbawa,
keterlibatan unsur pemerintahan di tingkat bawah yaitu kecamatan dan

kelurahan sangat diperlukan. Keterlibatan ini sangat beralasan karena di tingkat

kelurahan dan kecamatanlah merupakan basis data kependudukan. Oleh karena
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itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk
tertib administrasi kependudukan ini tetap berkoordinasi dengan pemerintah
kecamatan dan kelurahan.

Adapun kewenangan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah
Daerah dalam hal ini Bupati untuk diserahkan kepada pemerintah kelurahan
dalam hal administrasi kependudukan ini adalah mengenai pengesahannya.
Selama ini, pengesahan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran maupun Akta
Kematian masih tetap dilaksanakan di tingkat kabupaten dalam hal ini
penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Kabid Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumbawa
Bapak Awaluddin, M.Si mengungkapkan bahwa:

”untuk pengesahan KTP dan KK serta akta-akta kependudukan lainnya

sebaiknya diserahkan saja ke tingkat bawah, hal ini memungkinkan

karena dalam KK itu selain kepala Dinas yang tanda tangan juga harus
ada tanda tanga lurah sehingga masyarakat tidak repot lagi datang ke
kabupaten hanya untuk pengesahannya” (Wawancara tanggal 17 Mei

2013 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Sumbawa).

Oleh karena itu pengesahan KTP dan KK ini dapat dilaksanakan di
tingkat kelurahan sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut
dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat, Sehingga pelimpahan
Kewenangan Bupati kepada Lurah dalam administrasi Kependudukan dapat
berjalan dengan efektif dan efesien.

2. Bidang Perumahan
Adapun urusan administrasi pemerintahan di bidang Perumahan yang

dilaksanakan di kelurahan yaitu pengawasan perizinan terhadap suatu usaha

atau kegiatan usaha di kelurahan serta memberikan rekomendasi. Sekretaris
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Kelurahan Bugis Bapak Arif Rahmansyah, SE mengungkapkan bahwa,
“selama ini Kami melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi
dalam pengurusan perizinan seperti Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Iin Usaha
Perdagangan (SIUP)”. (Wawancara tanggal 10 Mei 2013 di Kantor Kelurahan
Bugis).

Untuk HO dan SITU ini sangat diperlukan penangaannya di tingkat
kelurahan karena sekarang ini maraknya di bangun tokoh atau conter yang
tidak memiliki ijin usaha. Sedangkan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
pemerintah kelurahan sebatas hanya memfasilitasi warga masyarakat yang akan
mendirikan bangunan terutama bangunan rumah tempat tinggal. Hal ini
didasarkan atas keberadaan petugas IMB dari tingkat kabupaten yang
mengkoordinir wilayah kerianya masing-masing di tiap kecamatan.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Selain urusan administrasi pemerintahan yang telah disebutkan diatas,
pemerintah kelurahan juga melaksanakan urusan administrasi pemerintahan di
bidang ketahanan pangan dengan cara menfasilitasi pengaturan kehidupan
masyarakat tingkat kelurahan. Selama ini pemerintah kelurahan melakukan
koordinasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di tingkat
lingkungan, RT dan RW, Bersama kepala Dusun, Ketua RT dan RW
melaksanakan pendataan warga miskin yang mendapatkan subsidi beras miskin
(raskin) pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan terhadap
masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial

kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Dengan menyelenggarakan urusan ini,
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pemerintah Kelurahan Bugis dapat melaksanakan Kewenangan yang

dilimpahkan Bupati kepada Lurah dengan Efektif dan akuntabel.

b. Urusan Pembangunan

Urusan dalam bidang pembangunan menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 2005 adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan
sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar
sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

1. Bidang Lingkungan Hidup

Adapun urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang
dilaksanakan di kelurahan yaitu pembangunan deuker, drainase, dan
penanganan penerangan lampu jalan.

Sejalan dengan hal tersebut Lurah Bugis Bapak Adiman, S.STP
menyatakan bahwa:

“Penyediaan sarana dan parsarana umum yang ada di Kelurahan Bugis

khususnya vang menyangkut kehidupan masyarakat telah dilaksanakan

oleh pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat dalam hal ini

bekerjasama dengan LPM. Dimana setiap tahunnya kita bangun serta

memperbaiki jalan-jalan lingkungan yang bersumber dari dana gotong

royong.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2013 di Kantor Kelurahan Bugis).

Lebih lanjut Sekertaris Kelurahan Bapak Arif Rahmansyah, SE
mengungkapkan bahwa:

“Untuk tahun 2012 ini adanya keterlibatan masyarakat secara langsung

dalam pembangunan deuker dan Drainase. Program Kita tahun ini

memang diperuntukkan kedua hal tersebut mengingat jalan-jalan

lingkungan sudah diperbaiki tahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu

Jjalan-jalan tersebut sekarang ini dilengkapi dengan deuker dan saluran
air.” (Wawancara tanggal 10 Mei 2013 di Kantor Kelurahan Bugis).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41725.pdf
80

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, pemerintah kelurahan dan
LPM telah menyusun program sendiri yang didasarkan pada petunjuk
pelaksanaan program pembangunan di tingkat kelurahan. Penyusunan tersebut
telah melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan sampai dengan tahap
evaluasi. Dalam hal tahap perencanaan, pemerintah kelurahan dan LPM
menyusun program melalui musyawarah di tingkat kelurahan tentang lokasi,
jumlah anggaran, tenaga kerja dan batas waktu pelaksanaan kegiatan
pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mematangkan kegiatan yang akan
dilaksanakan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa
pembangunan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat, dinikmati oleh
masyarakat dan dipelihara oleh masyarakat. Selama ini keterlibatan masyarakat
dalam proses pembangunan yang direncanakan di tingkat kelurahan benar-
benar telah mencerminkan kehidupan bermasyarakat, dana tersebut hanya
sebagai stimulan (pancingan) kepada masyarakat.

Salah satu contoh yang dikemukakan oleh Lurah Bapak Adiman, S.STP,
“anggaran untuk pembangunan satu deuker sebesar tujuh juta rupiah, namun
kenyataannya dengan dana tujuh juta tersebut bisa dianggarakan untuk dua
deuker oleh karena masyarakat dalam melaksanakan pembangunan deuker
tersebut dilaksanakan secara gotong royong sehingga ada selisih biaya dari
kegiatan tersebut”. (Wawancara tanggal 7 Mei 2013 di Kantor Kelurahan
Bugis).

Lebih lanjut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa yang diwakili oleh Kasubid. Pemberdayaan Masyarakat Bapak Nasrul

Anwar, S.IP mengungkapkan bahwa:
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“Sebagai leding sektor dana gotong royong kami sangat mengharapkan

pemerintah kelurahan dapat memanfaatkan dana tersebut dengan
sebaik-baiknya, dana tersebut kami serahkan dalam dua tahap sehingga
pemerintah kelurahan dan LPM merencanakan kegiatan proyek yang
akan dilaksanakan dengan matang dan kami harapkan koordinasi antara
pemerintah kecamatan dan kami sendiri di tingkat kabupaten tetap
berjalan. Hal ini ditujukan agar kegiatan yang akan dilaksanakan
dengan dana ini tepat sasaran”. (Wawancara tanggal 20 Mei 2013 di
kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab.
Sumbawa).

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan
pembangunan yang berskala kecil, pemerintah kabupaten telah menyerahkan
sepenuhnya kepada pemerintah kelurahan untuk melaksanakannya. Sedangkan
untuk pemerintah kecamatan dan kabupaten hanya mengadakan pembinaan dan
pengawasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa di kelurahan tersebut terdapat
pula program bantuan pemerintah yang bekerjasama dengan Bank Dunia yaitu
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Melalui program
ini pemerintah kelurahan, masyarakat dan tim fasilitator menyusun rencana
program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan menyusun program
pembangunan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat yang berkelanjutan
yang disesuaikan dengan program pembangunan kelurahan yang telah disusun
sebelumnya oleh pemerintah kelurahan.

Sementara itu Sekertaris Kelurahan Bapak Arif Rahmansyah, SE
mengungkapkan bahwa:

“Ada hal yang kami harapakan sekarang ini dari pemerintah kabupaten

yaitu masalah penanganan lampu penerangan jalan. Kami sangat

mengharapakan agar dalam rangka pemeliharaan lampu jalan terutama
kalau ada yang mati diserahkan saja penananganannya kepada

kelurahan untuk mengganti lampu tersebut. Karena selama ini kalau
lampunya mati kelurahan menyurat ke kecamatan dan kecamatan
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melaporkan ke tingkat kabupaten dan kenyataan sekarang ini, proses
tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak ada kejelasan
kapan perbaikannya.” (Wawancara tanggal 10 Mei 2013 di Kelurahan
Bugis).

Berdasarkan pendapat tersebut, kondisi dari permasalahan ini terjadi dan
merata disemua kelurahan di Kecamatan Sumbawa yang mengharapakan
masalah tersebut sepenuhnya diserahkan langsung saja ke tingkat kelurahan
untuk ditangani. Lebih lanjut Camat Sumbawa Bapak Mulyadi, S.Sos
menjelaskan bahwa:

“Selama ini untuk masalah perbaikan lampu jalan mengalami kendala di
lapangan, ketika ada laporan dari tingkat desa dan kelurahan maka
kami menindaklanjutinya ke tingkat kabupaten, namun tidak sesegera hal
tersebut diselesaikan mengingat adanya keterbatasan armada di Kantor
Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup yang menangani hal
tersebut. Di instansi tersebut hanya ada satu mobil khusus yang
digunakan untuk memperbaiki lampu jalan yang mati sedangkan di
Kabupaten Sumbawa ini ada dua Puluh Empat kecamatan yang hampir
semuanya menghadapi permasalahan ini. Olehnya itu kalau memang
kelurahan mampu mengatasi permasalahan ini terutama adanya orang
yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut dan tersedianya sarana
pendukung saya kira hal ini bisa diserahkan ke kelurahan untuk
ditangani.” (Wawancara tanggal 6 Mei 2013 di Kantor Camat
Sumbawa).

Sementara itu Kepala Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sumbawa Bapak Drs. Dirmawan mengungkapkan bahwa:

“Masalah lampu penerangan jalan memang salah satu permasalahan
yang belum bisa ditangani dengan secepat mungkin, karena Kami
menyadari masih terbatasnya sarana dan prasaran serta personil yang
menangani  hal  tersebut. Kalau memang kelurahan mampu
melaksanakan urusan ini dengan dukungan sarana dan prasarana serta
adanya masyarakat yang ahli dalam hal ini, saya kira itu tidak jadi
masalah yang penting dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan
bukan untuk menambah daya lampu yang diganti, karena hal ini
berkaitan dengan kemampuan daya listrik yang digunakan untuk lampu
penerangan jalan sebab hal tersebut sudah ditentukan oleh PLN.”
(Wawancara tanggal 20 Mei 2013 di Kantor Badan Penanaman Modal
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa).
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Dari pendapat tersebut dapat diungkapkan bahwa penanganan masalah
penerangan lampu jalan dapat diserahkan ke tingkat kelurahan sebatas
pergantian lampu jalan yang mati bukan menambah daya lampu jalan tersebut.
Hal ini sangat didukung oleh sarana, dana dan tenaga yang digunakan untuk
melaksanakan hal tersebut. Lurah Bugis Bapak Adiman, S. STP
mengungkapkan bahwa:

“Masalah sarana pendukung dalam perbaikan lampu jalan banyak

ditemukan di masyarakat begitupun dengan orang yang ahli dalam

bidang kelistrikan, jadi saya kira hal tersebut dapat kita laksanakan di

tingkat kelurahan sehingga jika ada keluhan dan laporan dari

masyarakat akan hal tersebut, maka dengan peralatan yang ada dan
tenaga bisa cepat diselesaikan dari pada menunggu lagi petugas dari
kabupaten untuk memperbaikinya. Kalau masalah dana masyarakat

Kelurahan Bugis mau mengeluarkan uangnya untuk membeli lampu

baru maupun untuk ongkos pasangnya”. (Wawancara tanggal 7 Mei

2013 di kantor Kelurahan Bugis).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka perbaikan lampu jalan dapat
diserahkan ke tingkat kelurahan mengingat sarana dan prasarana pendukung
tersedia di tingkat kelurahan dan dukungan serta partipasi masyarakat akan hal
tersebut sangat tinggi. Masyarakat sangat merasakan manfaat akan

berfungsinya lampu jalan ini, disamping sebagai sarana untuk meningkatkan

keamanan lingkungan juga menambah keindahan kota.

¢. Urusan Kemasyarakatan

Urusan dalam bidang kemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 2005 antara lain pemberdayaan masyarakat melalui
pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan,

pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.
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Pemerintah kelurahan dalam hal ini lurah dan staf kelurahan melakukan
pembinaan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat melalui penyuluhan
akan pentingnya hidup sehat dan pentingnya pendidikan bagi seluruh
masyarakat.
1. Bidang Kesehatan
Pemberdayaan pemerintah kelurahan dalam bidang kesehatan dapat
dilakukan melalui pembinaan kepada kepala-kepala lingkungan, ketua RT /
RW, LPM dan PKK yang bekerjasama dengan bidan desa dan unsur dari
Puskesmas. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan
penyuluban akan pentingnya hidup sehat, baik dilaksanakan di sekolah-sekolah,
di mesjid-mesjid, ke rumah penduduk maupun melalui kegiatan posyandu tiap
bulannya.
Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Bapak
Drs.Didi Darsyani, A.Pt mengungkapkan bahwa:
“Penanganan bidang kesehatan di tingkat kelurahan selama ini sudah
berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut didorong oleh kebutuhan
masyarakat akan pentingnya hidup sehat, Selama ini koordinasi dengan
pemerintah setempat berjalan dengan lancar sehingga program-
program dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan di tingkat bawah
sampai sekarang ini belum menghadapi hambatan yang berarti. Apalagi
sekarang ini dilaksanakan program kelurahan Siaga khususnya untuk
kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbawa. Oleh karena itu
keterlibatan langsung unsur pemerintah kelurahan dan komponen yang
ada sangat menunjang akan keberhasilan program pemerintah ini.
Sehingga lurah dalam hal ini, senantiasa memberikan informasi-
informasi kepada masyarakamya wuntuk selalu menjaga dan
meningkatkan kesehatan lingkungannya serta mencegah terjadinya
kerawanan timbulnya penyakit-penyakit terutama penyakit menular.”

(Wawancara tanggal 20 Mei 2013 di Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumbawa).
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Lebih lanjut Camat Sumbawa Bapak Mulyadi, S.Sos menjelaskan
bahwa, “penanganan urusan kemasyarakatan terutama dalam hal bidang
kesehatan memang sangat diperlukam keterlibatan lurah untuk selalu
memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya, sebab lurah merupakan pejabat
di tingkat bawah yang mengetahui langsung kondisi lingkungan
masyarakatnya apalagi adanya program kelurahan Sehat yang diharus
disukseskan”. (Wawancara tanggal 6 Mei 2013 di Kantor Camat Sumbawa).

Sementara itu Lurah Bugis Bapak Adiman, S.STP mengemukakan
bahwa:

“Selama ini Kami melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat di

tingkat sekolah-sekolah melalaui UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang

bekerjasama dengan instansi terkait, dan kegiatan ini rutin Kami
laksanakan karena Kelurahan Bugis ini memang rawan timbulnya
penyakit demam berdarah yang paling banyak menyerang anak sekolah
khusunya anak SD”. (Wawacara tanggal 7 Mei 2013 di Kantor Kelurahan

Bugis)

Di samping di lokasi penpelitian, tiap-tiap kelurahan memiliki Posko
Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Posko Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat
(RBM). Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat dalam
menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan.

Berdasarkan wawancara dengan Lurah Bugis Bapak Adiman, S.STP

bahwa:

“Keberadaan GSI dan RBM di kelurahan sangat membantu Kami dalam
mendata masyarakat yang mengalami penurunan tingkat kesehatan
dalam hal ini data tentang masyarakat yang menderita suatu penyakit
maupun data mengenai jumlah ibu hamil dan balita di kelurahan. Oleh
karena itu pemerintah kelurahan selama ini hanya memfasilitasi
kegiatan-kegiatan GSI dan RBM tersebut dan kedudukan lurah dalam
hal ini dalam kepengurusannya sebagai pembina tingkat kelurahan.”
(Wawancara tanggal 7 Mei 2013 di Kantor Kelurahan Bugis).
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2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta
bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sedangkan pemberdayaan pemerintah kelurahan dalam bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga
berencana dan keluarga sejahtera yaitu pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu) tiap bulannya, keterlibatan pemerintah kelurahan dalam
hal ini Seksi Sosial Kemasyarakatan yang bekerjasama dengan unsur PKK,
bidan yang ada di kelurahan, serta petugas kesehatan dari puskesmas. Ibu
Maryam selaku Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan posyandu di Kelurahan Bugis dilaksanakan tiap

bulannya di dua tempat, dan kebanggaan tersendiri bagi Kami dan

masyarakat Bugis bahwa kegiatan Posyandu disini merupakan
percontohan tingkat Kabupaten Sumbawa dan tingkat Provinsi, dimana

di tahun 2010 lalu menjadi juara II lomba Posyandu tingkat Provinsi

Nusa Tengga Barat yang dilaksanakan oleh PKK tingkat Provinsi.

Prestasi ini diraih berkat pembinaan yang selama ini Kami lakukan yang

bekerjasama dengan semua pihak yang terkait.” (Wawancara tanggal 13

Mei 2013 di Kantor Kelurahan Bugis)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa selama ini
pemerintah kelurahan telah melaksanakan pembinaan kemasyarakatan di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga
berencana dan keluarga sejahtera. Oleh karena itu pelimpahan urusan dalam
bidang ini disetujui untuk tetap menjadi kewenangan yang diurus oleh
pemerintah kelurahan.

3. Bidang Pendidikan
Di dalam peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah, tidak

termuat kewenangan di bidang Pendidikan, hal ini menjadi perhatian bagi
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pemerintah kedepan untuk mencantumkan kewenangan di bidang pendidikan,
karena urusan yang menyangkut dengan bidang pendidikan sudah dilaksanakan
oleh pemerintaah kelurahan.

Adapun pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan di bidang
pendidikan selama ini dilaksanakan oleh kelurahan sebatas dalam hal
memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat terutama kegiatan-
kegiatan yang dilakukan di tingkat sekolah, baik itu di tingkat Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas
dan Perguruan Tinggi. Sekretaris Kelurahan Bugis Bapak Arif Rahmansyah,
SE mengemukakan bahwa:

“Pembinaan di bidang pendidikan yang sangat menonjol Kami lakukan

di Kelurahan Bugis adalan dengan tetap memfasilitasi sekolah-sekolah

dan perguruan tinggi yang ada di sini dalam hal memprogramkan

bantuan mobiler dan rehablitasi sarana dan prasarana pendidikan tiap
tahunnya yang dimasukkan dalam program rencana kegiatan
pembangunan tahunan yang dimasukkan dalam Musrenbang.”

(Wawancara tanggal 10 Mei 2013 di Kantor Kelurahan Bugis).

Pembinaan dalam bidang pendidikan sangat dibutuhkan untuk
raenciptakan suasana pendidikan yang kondusif, dalam artian bahwa
penyelenggaraan pendidikan di tingkat kelurahan tidak mengalami hambatan
yang berarti. Lurah Bugis Bapak Adiman,S.STP mengemukakan bahwa:

“Selama ini peningkatan kualitas belajar mengajar di tiap-tiap sekolah

terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan pihak sekolah dan

komite sekolah selalu melibatkan pemerintah kelurahan dalam menyusun
program pembangunan di sekolah, dan sepanjang pengamatan Kami
selama ini belum ada program yang tidak dilaksanakan oleh pihak
sekolah maupun oleh komite sekolah walaupun sebagian kecil masih ada

keterlambatan dalam realisasinya.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2013 di

Kantor Kelurahan Bugis).

Sementara itu dalam hal pembinaan pendidikan non formal terutama

dalam hal pemberantasan buta aksara dan angka, urusan tersebut tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41725.pdf
88

dilaksanakan lagi mengingat Kecamatan Sumbawa sudah dinyatakan
kecamatan bebas buta aksara dan angka. Namun dalam hal pembinaan
masyarakat terutama dalam peningkatan keterampilan berupa kursus-kursus
yang dilaksanakan oleh masyarakat tetap dibina langsung oleh pemerintah
kelurahan, terutama kursus menjahit yang dilaksanakan oleh PKK kelurahan.
Sebagaimana yang dikemuk akan oleh Lurah Bugis Bapak Adiman,S.STP
bahwa, “Kami tiap tahunnya menganggarkan dana untuk penyelenggaraan
kursus-kursus bagi anggota masyarakat yang dilaksanakan oleh PKK, dimana
dana tersebut bersumber dari dana gotong royong tiap tahunnya”.
(Wawancara tanggal 07 Mei 2013 di Kantor Kelurahan Bugis).

Berdasarkan uraian dan pendapat tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa
pelimpahan urusan tersebut dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan sepanjang
urusan itu berskala kecil dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana, personil
maupun dana yang memadai sehingga akhirnya efektif dan efisiensi terutama
dalam hal peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, bahwa pelimpahan urusan dalam
bidang keuangan kedepannya sudah dapat diserahkan ke tingkat kelurahan.
Dimana selama ini, dana operasional kelurahan masih ditangani di tingkat
kecamatan. Jadi untuk ke depannya dana operasional dapat dikelola melalui
anggaran satuan kerja perangkat daerah tingkat kelurahan. Diharapkan dengan
pengelolaan anggaran tersebut, penyelenggaaran urusan-urusan pemerintahan,
pembanguan dan kemasyarakatan dapat terlakasana dengan efektif terutama

dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
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Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas maka jenis-jenis
kewenangan atau urusan yang dapat didelegasikan atau dilimpahkan bupati

kepada lurah di Kecamatan Sumbawa dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Jenis Pelimpahan Urusan dari Bupati Kepada Lurah

NO BIDANG URAIAN URUSAN
1 2 3
I | Urusan Pemerintahan :
a. Adminstrasi 1) Pencatatan  data  mengenai  kegiatan
Pemerintahan : pemerintahan  kelurahan  dalam  buku
administrasi umum.
2) Pencatatan data kependudukan di tingkat
kelurahan
3) Fasilitasi dalam pembuatan KTP, KK dan
Akta-Akta Kependudukan.
4) Pengantar KITP, KK dan Akta-akta
Kependudukan
b. Pengaturan Kehidupan | 5) Rekomendasi dalam  pengurusan  izin
Masyarakat: gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Surat Izin Tcmpat Usaha (SITU), dan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
6) Pembinaan terhadap Kepala-kepala
Lingkungan, Ketua RT/RW.

7) Penyuluhan kebersihan lingkungan,

8) Pembinaan dan  pengawasan terhadap
organisasi sosial di tingkat kelurahan

I | Urusan Pembangunan : 9) Perencanaan Pembangunan tingkat kelurahan

10) Pengelolaan Dana gotong Royong

11) Pembangunan jalan, deuker dan saluran-
saluran di tingkat lingkungan.

12) Pemeliharaan lampu penerangan jalan

I | Urusan Kemasyarakatan :

a. Pemberdayaan 13) Pembinaan terhadap Kepala-kepala
Masyarakat Dalam lingkungan, Ketua RT/RW, [.PM dan PKK
Bidang Kesehatan : dalam bidang kesehatan

14) Penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat di
tingkat kelurahan

15) Pembinaan UKS

16) Pembinaan Posyandu

17) Pembinaan GSI dan di tingkat RBM kelurahan

b. Pemberdayaan 18) Fasilitasi kegiatan sekolah di tingkat kelurahan
Masyarakat Dalam
Bidang Pendidikan:

19) Penyelenggaraan kursus-kursus di tingkat
kelurahan

Sumber: Kantor Kelurahan Bugis, 2012.
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3. Pendelegasian Kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah
Kelurahan
Pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2008 tentang
pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Lurah, yang
antara lain terdiri dari 25 bidang kewenangan yang dilimpahkan kepada
Camat dan ada 14 kewenangan yang dilimpahkan kepada Kelurahan antara
lain:

1. Bidang Kesehatan

[\

. Bidang Lingkungan Hidup

W

. Bidang Perumahan

N

. Bidang kepemudaaan dan Olahraga

Wh

. Bidang Koperasi dan UKM

(=)

. Bidang kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Bidang Ketenagakerjaan.
8. Bidang Ketahanan Pangan.
9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Bidang Kearsipan
14. Bidang Perpustakaan dan Bidang Pertanian.
Dari ke empat belas bidang kewenangan tersebut ada beberapa bidang
kewenangan yang belum dapat dilaksanakan di tingkat keluarahan antara lain
seperti kewenangan di bidang kepemudaaan dan olahraga dimana kewenangan

tersebut masih menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan kebudayaan dan
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belum sepenuhnya diserahkan kepada kelurahan, begitu juga dengan
kewenangan di bidang lainnya seperti kewenangan bidang Koperasi dan UKM,
kewenangan bidang ketenagakerjaan, kewenagan bidang Pemberdayaan
masyarakat dan Desa dan Kewenangan bidang perpustakaan dan bidang
Pertanian.

Di samping masih menjadi kewenangan dinas yang bersangkutan ada hal
lain, mengapa kewenangan-kewenangan tersebut belum sepenuhnya di
delegasikan kepada kelurahan karenan masih kurangnya sarana dan prasarana
pendukung yang ada di kelurahan, dan juga masih minimnya sumber daya
manusia yaitu pegawai yang ada di kelurahan yang memiliki kemampuan

untuk mengolah kewenangan yang didelegasikan masih rendah.

4. Analisis Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Bupati Kepada Lurah
dalam meningkatkan Pelayanan Publik
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh bahwa
efektivitas penyelenggaraan kewenangan Bupati kepada Lurah di Kelurahan
Bugis, Kecamatan Sumbawa sudah berjalan sesuai maksud dan tujuan
pendelegasaian. Hal ini dapat dilihat dari: (1) perspektif penyelenggaraan
urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan (2)
perspektif jenis kewenangan yang didelegasikan.
Pertama, dari perspektif penyelenggaraan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemsyarakatan terlihat dari telah tercapainya tujuan
organisasi yang ditentukan bagi pemerintah kelurahan. Artinya, pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi kelurahan telah berjalan sesuai dengan sumber daya
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yang dimiliki dan melayani pihak pengguna jasa atau konsumen dengan
sebaik-baiknya.

Seperti dikatakan oleh Moenir (2000), bahwa efektivitas lebih
menekankan pada aspek tujuan dari organisasi, jadi jika suatu organisasi
telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan
telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya
berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Moenir (2000:vii) juga mengatakan bahwa pelayanan adalah kunci
keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Jadi
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus seefektif mungkin,
Secara umum pelayanan yang efektif dapat berarti tercapainya tujuan
pelayanan yang telah ditetapkan organisasi dan masyarakat merasa puas
dengan pelayanan yang didapatnya.

Kedua, dari perspektif jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada
pemerintah kelurahan, dapat dianalisis dengan konsep pelayanan publik,
bahwa efektifitas pendelegasain kewenangan dari Bupati kepada Lurah,
juga sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari telah tercapainya suatu tujuan
yang dilakukan oleh aparat dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditentukan.

Efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi.
Efektivitas pelayanan dapat diukur dengan indikator optimasi tujuan yaitu
bagaimana kita melihat pada pencapaian target kerja, apakah sesuai dengan
yang telah direncanakan atau tidak. Kita juga melihat apakah ada keluhan

yang datang dari masyarakat tentang pelayanan yang sudah diberikan
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pegawai atau tidak sebab adanya keluhan berarti menunjukan tujuan
organisasi belum tercapai sepenuhnya.

Disamping telah tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan
dalam pemerintahan kelurahan. Namun dilihat dari kemampuan masing-
masing pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kedudukan
dalam organisasi kelurahan; dan pelayanan publik yang diberikan oleh
aparatur kelurahan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada
belum optimal.

Hal ini dapat dilihat dari belum terciptanya disiplin kerja dan iklim
kerja yang baik. Penelitian menujukkan bahwa: (1) disiplin kerja cenderung
berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan aparat; dan (2) iklim kerja
cenderung berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan aparat.

Hal ini sesuai dengan pendapat M. Manullang (1986) yang
menyatakan bahwa prestasi atau efektivitas organisasi pada dasarnya adalah
efektivitas perorangan, atau dengan kata lain bila tiap anggota organisasi
secara terkoordinasi melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-masing
dengan baik, efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul.

Disiplin kerja aparat dan iklim kerja yang ada di suatu organisasi
memiliki peranan sentral dalam memacu efektivitas pelayanan dalam suatu
organisasi karena keefektifan pelayanan membutuhkan dukungan kuat dari
para pegawainya dan dukungan kuat dari suasana iklim kerja yang ada di
organisasi tersebut.

Adanya disiplin kerja dan iklim kerja yang baik akan menciptakan

interaksi yang harmonis baik antara aparat dengan sesama aparat birokrasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41725.pdf
94

maupun antara aparat dengan masyarakat. Sehingga apabila ada suatu
prosedur pelayanan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, masyarakat akan
mematuhinya dengan senang hati, hal itu disebabkan oleh karena interaksi
yang baik. Suasana ini juga akan menciptakan ketertiban dalam jalannya
pelayanan di kelurahan sehingga efektivitas pelayanan bisa tercapai jika

kedua hal tersebut maksimal.
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BAB YV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan,
dan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat
dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Penyelegaraan kewenangan yang didelegasikan dari bupati kepada lurah
adalah kewenangan yang bersifat delegatif seperti yang diuraikan sebagai
berikut:

a. Urusan pemerintahan meiiputi administrasi pemerintahan dan
pengaturan kehidupan masyarakat di tingkat kelurahan.

b. Urusan Pembangunan meliputi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di tingkat kelurahan

¢. Urusan Kemasyarakatan meliputi pemberdayaan masyarakat dalam
bidang kesehatan dan pendidikan di tingkat kelurahan

2. Efektivitas penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan Bupati

kepada Lurah dilihat dari kemampuan masing-masing pegawai dalam

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kedudukan dalam organisasi

kelurahan, dan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur kelurahan

sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada belum optimal.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka selanjutnya saran-saran dalam
penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu segera menyesuaikan
penyelenggaran urusan pemerintahan secara umum di tingkat kelurahan
berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
2005 tentang Kelurahan.

2. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui
pelimpahan kewenangan atau urusan dari Bupati kepada Lurah, maka
pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan bupati yang dapat
didelegasikan kepada lurah.

b. Mengadakan rapat teknis antara pimpinan dinas daerah dan atau
lembaga teknis daerah dengan camat dan lurah untuk mencocokkan
bagian atau jenis kewenangan yang mampu dilaksanakan oleh lurah.

c. Menyiapkan rancangan peraturan bupati yang baru untuk dijadikan
peraturan dalam hal pelimpahan kewenangan.

d. Mengisi organisasi dengan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan
dan kompetensinya, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung serta
anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerak.

e. Menyiapkan tolok ukur kinerja organisasi kelurahan.
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Uraian Tugas Dan Kegiatan Lurah Tahun 2012

NO FUNGSI URAIAN TUGAS KEGIATAN
1 2 3 : 4
I | Penyusunan Rencana dan | Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis | Kelurahan belum menyusun Rencana Strategis dan
Program, Pembinaan | dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kelurahan | Rencana Anggaran Satuan Kerja Kelurahan
adminstrasi umum dan
ketatusahaan

Mengkoordinasikan Renstra dan Rask dengan
camat melalui Sekretaris Kecamatan

Mengkoordinasikan Renstra dan Rask dengan
Sekretaris Kelurahan dan Seksi di kingkup
kelurahan

Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
Renstra dan Rask kelurahan

Melakukan pembinaan adminsitrasi
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan

umum,

a. Melengkapi buku-buku administrasi kelurahan

b. Menyusun Daftar Urutan Kepangkatan dan daftar hadir
staf kelurahan

c. Inventarsiasi sarana perkantoran
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Lampiran : 2

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS EFEKTIVITAS PENDELEGASIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA LURAH

A. Pertanyaan Kepada Sekertaris Daerah, Assisten Daerah, Kepala Dinas,

Badan, dan Kabag Organisasi.

1. Dengan masih adanya tumpah tindih tugas dan wewenang yang terjadi di
dinas-dinas, badan maupun kantor sebagai akibat dari tarik ulurnya tugas
dan wewenang yang ada, apakah mungkin perlu dilakukan pendelegasian
kewenangan kepada Lurah ?

“Perlu dilakukan pendelegasian kewenangan karena dengan adanya
pendelegasian kewenangan akan membantu Bupati melaksanakan tugas-
tugas yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan” .

2. Mengingat belum efektifnya pendelegasian kewenangan dari Bupati

kepada Lurah, apakah sudah ada peraturan yang mengatur tentang
pendelegasian kewenangan ? Jika sudah, dari matriks jenis kewenangan
yang ada, jenis-jenis kewenangan apa saja yang mungkin dapat
dilimpahkan/delegasikan kepada Lurah ?
"Peraturan yang mengatur tentang Pelimpahan kewenangan Bupati
Kepada Lurah sudah dibuat dan dilaksanakan yaitu Perbub No 48 Tahun
2008, namun pada Tahun 2012 hanya pelimpahan kewenangan kepada
Camat saja yang direvisi sedangka pada kelurahan belum diadakan revisi
ulang”.

3. Apakah dinas, badan maupun kantor, siap dan rela sebagian tugas dan
wewenangnya diberikan kepada Lurah ?

"Semua dinas, badan maupun kantor pada prinsipnya siap dan rela
wewenang terebut dilimpahkan kepada Lurah karena amanat Undang-

undang”.
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4. Apakah SDM yang ada di Kelurahan, sudah memenuhi persyaratan dan
mampu untuk melaksanakan pendelegasian kewenangan, nantinya ?
"Kemampuan SDM yang ada dikelurahan sampai saat ini belum mampu
melaksanakan kewenangan yang ada, makanya untuk kedepan perlu
dilakukan Pelatihan dan bimbingan teknis untuk menambah pengetahuan
dan keterampilan aparat Kelurahan”.

5. Mengingat perlunya pembiayaan dan logistik dalam pendelegasian
kewenangan, bagaimana kesiapan pembiayaan untuk membiayai
pendelegasian kewenangan, nantinya ?

”Masalah penganggaran untuk membantu pendelegasian kewenangan di
Kelurahan sudah dibahas di DPRD dan sudah dituanggkan dalam
Dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan”.

6. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dan mempengaruhi dalam

pendelegasian kewenangan, nantinya ?
”Pendelegasian anggaran yang sehcrusnya sudah dikelolah oleh
kelurahan sendiri tapi sampai saat ini anggaran kelurahan masih
dikelolah oleh kecamatan sehingga percepatan pelayanan kepada
masyarakat menjadi kendala”.

7. Upaya apa saja yang dapat diambil dalam mengatasi kendala-kendala
yang ada ?

”Dibuat peraturan baru untuk mengatur masalah Anggaran Kelurahan
sehingga tidak lagi berada dalam Dokumen Anggaran Kecamatan”.

8. Bagaimana pengisian organisasi di Kelurahan, apakah struktur
organisasinya sudah diisi semua ?

“Struktur organisasi dikelurahan pada umumnya belum terisi secara
optimal, penempatan sumber daya manusia juga belum sesuai dengan
tugas dan fungsinya”.

B. Pertanyaan kepada Camat dan Lurah, Kepala Bidang, Sekertaris Lurah
dan perangkat Lainnya.

1. Bagaimana kondisi geografis secara keseluruhan Kelurahan di Kecamatan
Sumbawa?
"Kondisi geografis kelurahan yang ada di kecamatan Sumbawa

seluruhnya berada di lingkup kota Sumbawa, semua kelurahan tidak
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terlalu jauh jaraknya dengan Kecamatan sehingga masyarakat yang
membutuhkan  pelayanan  dengan sangat mudah  membutuhkan
pelayanan”.

2. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Lurah, bagimana

pelaksanaan tugas dan wewenang selama ini yang dilakukan dan apa saja
jenisnya ? Apakah pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut atas petunjuk
dari Bupati ?
“Pelaksanaan Tugas dan wewenang lurah selama ini hanya bersifat
atributif yaitu kewenangan yang melekat pada kelurahan, jenis
kewenangan hanya terbagi dalam urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan. Semua kewenagan atas petunjuk dan arahan Bapak
Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati”.

3. Bagaimana respon dan partisipasi masyarakat selama ini, terhadap tugas

dan wewenang yang dilakukan di kelurahan, khususnya dalam menerima
pelayanan yang diberikan ?
"Masyarakat merespon dengan baik apapun bentuk pelayanan yang
diberikan namun disisi lain masih banyak yang harus kita benahi untuk
meningkat tugas dan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat”.

4. Dengan melihat karakteristik wilayah dan penduduk yang ada di

Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, serta dari matrik jenis
kewenangan yang ada, jenis-jenis pendelegasian kewenangan apa saja
yang mungkin perlu dan tepat didelegasikan dari Bupati, untuk saat ini?
" Jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah terbagi dalam urusan
Pemrintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan, namun
disisi lain ada juga jenis kewenagan yang dilimpahkan oleh dinas, badan
maupun kantor yang dalam aturan diserahkan kepada Lurah”.

5. Apakah semua kewenagan dinas, badan maupun kantor yang dilimpahkan
kepada Lurah dilaksanakan dengan baik?

“Semua kewenangan yang dilimpahkan oleh dinas, badan maupun kantor
dilaksanakan oleh Lurah, terbukti dari hasil realisasi pengerjaan kegiatan

yang turun dikelurahan yang cukup baik dan mencapai hasil maksimal”.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	123_Page_52
	123_Page_53
	123_Page_54
	123_Page_55
	123_Page_56
	123_Page_57
	123_Page_58
	123_Page_59
	123_Page_60
	123_Page_61
	123_Page_62
	123_Page_63
	456



